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Tersangka Korupsi Dana PEN di Gorontalo Bertambah,  

Kejari Kembali Tahan 3 Orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liputan6.com, Gorontalo - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) 

kembali menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek lanjutan peningkatan Jalan 

Samaun Pulubuhu  –Bolihuangga yang didanai oleh Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 

Anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp3,26 miliar. Berdasarkan hasil penyelidikan dan audit 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proyek yang dikerjakan oleh CV Irma Yunika tersebut ditemukan 

telah mengalami penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1,18 miliar. 

Kepala Kejari Kabupaten Gorontalo, Abvianto Syaifulloh, menyampaikan bahwa tiga 

tersangka dalam kasus ini berinisial NT, JK, dan AO. “Dua tersangka, NT dan JK, langsung kami tahan 

setelah menjalani pemeriksaan. Sementara itu, tersangka AO belum hadir dengan alasan kesehatan, 

namun tetap ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya, Selasa (11/2/2024). 

Menurut Abvianto, NT diduga berperan sebagai aktor utama dalam pengaturan proyek tersebut. 

Ia diduga meminta pelaksanaan pekerjaan dilakukan sebelum ada penunjukan resmi, meminjam 

perusahaan untuk memenuhi persyaratan administrasi, serta mengalirkan dana ke pihak tertentu. 

“Pekerjaan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan, sehingga 

menyebabkan kerugian negara,” jelasnya. 

Selain itu, AO bersama NT diduga terlibat dalam pemberian suap menggunakan dokumen yang 

tidak sesuai serta menandatangani berita acara hasil pekerjaan tanpa uji kualitas beton. “Tersangka JK, 

yang berperan sebagai pelaksana lapangan, diduga meminta bantuan konsultan pengawas untuk 

membuat dokumen pelaksanaan pekerjaan dengan imbalan sebesar Rp6 juta,” tambah Abvianto. 

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mereka juga dikenakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) terkait penyertaan dalam tindak pidana. Para tersangka saat ini menjalani 

penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo. Tersangka perempuan ditempatkan di 

Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo.  

https://www.liputan6.com/me/arfandi.ibrahim
https://www.liputan6.com/me/arfandi.ibrahim
https://www.liputan6.com/me/arfandi.ibrahim
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Kejari Kabupaten Gorontalo memastikan proses hukum akan terus berlanjut, termasuk potensi 

pengembangan kasus untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Proyek lanjutan peningkatan Jalan 

Samaun Pulubuhu–Bolihuangga yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas 

masyarakat kini menjadi sorotan serius akibat dugaan korupsi yang merugikan negara. 

Sumber Berita: 

https://www.liputan6.com/regional/read/5916853/tersangka-korupsi-dana-pen-di-gorontalo-

bertambah-kejari-kembali-tahan-3-orang?page=2 [diakses pada 21 Februari 2025]. 

 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 

141 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah 

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada: 

a. Pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, 

transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel; 

b. Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan 

barang/jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara; 

c. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas di 

antaranya mengendalikan kontrak; 

d. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kuantitas barang/jasa, ketepatan perhitungan 

jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan; 

e. Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur 

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas 

waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak 

ditandatangani; 

2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan 

3) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 

f. Pasal 78 ayat (3) huruf d, e, dan f menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang 

dikenakan sanksi administratif diantaranya adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan 

volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya 
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tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan terlambat menyelesaikan pekerjaan 

sesuai kontrak. 

 


